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4. latar Belakang Masalah

Adat merupakan pencerminan pada kepribadiam sustn
bangsa, merupakan salah satu penjelwaan dari jiwa bangaa
¥ang beraangkutan dari abad ke abad, Setiap bangsa di du-
iz memilki adat kebiasazan cepdiri - sendiri, yanp saty
Zengan lainnya tidak sama, Talam ketidaksamaan ini meru-
Dakan undur terpenting yang memberilan identitas kepada
Zangaa yang hersangkutan,

Di dalam Hegara Republik Indonesia, adat yang di-
=21iki oleh daerah suatu bangsa berbaeda - beda, meskipun

d2sar dan sitataya adalab gama. yaitu kelpndonesiaannya se-
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1 dengan semboyan Enineka Tungeal Ika, Adat bangasz ln-

Zesia yang Bhineka Tungpal Ika ini tidak mati metainkan
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Dang, semaniiissa bergerak dan bereveolusi mengikuti

perkembangan peradapan bangsanya. Inilah merupakan
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Y=LF mengagumkan bagi hukum adat,
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sdanya istilah hukum adat merupakan terjemzhan dari
~S%--=Z celanda yaitu Adat Hech seperti dikatakan olen Pi-
-E2. (1984 = 1) itu semula magih 48ing bagi bangsa In-
SSS=s1s, zebab ternyata dalam wasyarakat Inadcsesiz dahulu

FESETTl Jazman kerjian Mataram, Majapahit, Pajajaran dan

1



2

fangsa Tndonesis Paga gaat itu tida Bempunyai bahsa hy-
fum yang dibina geesars terus menerys oleh para aehlinya,

Iatilah hukuyg adat bary dipergunakan SeCar: reami
dzlam bPeraturan Perundang - undangan dalag takun 1925,
Istilah Adat Rech Pertama kali dipergunakan olen snouch
Eugronje yang kempudian dipzkai dalam bukunya e Atjeheres
\OTENZ - grang Aceh)} kemudiag dipergunakan olell Van Volepn
Zoven yang Menulis buku - Buky tentang hukug adat,

Frof. Ur. Soepomo SeH. (1990 @ 14) mengartikan hy—
“Um adat yaitu hukug yaug tidak tertulis di dalam Teraturan
- Peraturan legislatif [ U Statutory Law) Deliputi pera-
“Uran - peraturan hidup yaag BesHipun tidak ditetapkan
2-eh yang berwajin, tetapi ditsati dan didubung oleh rak-
F2T berdasarkan atas keyakinan bahwasanya Peraturan -
FETAturan tersebut Dempunyai kekutan hukum,

Hukum adat lahir darij keputusan - keputusan 4ap di-
piibsra pleh PR32 Warge msyarakat Aukum, terntama kepu-

L berwibawa darj kepala: - Kepala rakyat yang membapty

——£= r=kyat melainkan Senapas dipo seirams dergan kezads.

~ingkungan kussa hukum adat berbataskan Pada pri-

==: (person Fendukung hak dan kewajiban) ¥ang pada po-



koknya wengikuti batasan rakyzt. Untuk memperoleh gambaran
yang Jjelas mengenai luas lingkungen berlakunys hukum adat
terlebih dahulu harus diketahui bemar tentang persocalan
renpgolongan rakyat,

Fenggolongan rakyat yang kita peroleh dari jamsn
fAindia Belanda itu pernzh terpancang di dalam konstitusiomnal
yaitu di dalam UUDS 1950 pasal 251, pasal tersebut menes
rimi adanya penggelongzn rakyat itu sebagal pakta sejarah
dengan tambahen ketentuan penggolonren itu tidak akan me-
rugikan orang yang masuk ke dalam golongan manapun,

Fensrtian rakyat meliputi semua orang yang mungkin
terkena kekuzsaan hukum Negara Republik Indonesia, jadi
renggolengan itu tidak hanya mengenai bangsa Indonesia
.Eebegal kesatuan yapg meliputi segenap warga negara He-
publik Indonegia) saja, melainkan berlaku pula untuk a-
é;:g baik penduduk ataupun bukan,

Masalah penggolongan rakyat tidak diatur dalam
ULS melainkan dalam Indische Statregeling (IS) pasal 163
F=og szmpal sekareang masih berlaku berdasarkan pasal IT
seraturan peraliban UUD 1945, Menurut pasal 16% Indische
Stztregeling (IS) di dalam hukum Indonesia terdapat tiga

=longan rakyat di aotaranya :

"« Solongan Indonesia asli ialah orang yang termzsuk rak-
7=% Indonesia asli dari Hindia Belanda yang tidak ber-

=_15 masuk golongan rakyat lalmsedian méraka yang ter -



masuk semuls golomgan lain dan telah mencampurkan dird

dengsn rakyat asli.

[

. GolongansEropa yaliu
a. Semua orang Helanda.
b. Semua orang yang tidak termasuk orang DBelanda yang
berasal darl Eropa.
o, Semua orang JeDange
d, Semua orang ¥Yang herasal dari tempa® lain yang tidak
termaauk (a) dan (b) di atase yang dinegaranya tun-
dule kepada hukum KeluaTgs yang pada pokoknya berda-
sapkan asags - 4045 yang sama gepertl hukum Belanda.
e, Apak tak diakul atau diakui menurut undang - undang
dan ketentuan selanjutnya daTi orang - oTrang yang
dimakaudkan dalam (b) dan {(d) di aias yang lahir
di Hindia Belanda.
% Golongan Timur Aszing ial=h semua OTAN0E yang bukan go-
lgngan Eropa dan bukan gelongan Indonesia asli.
selanjutnya dalam pagal 131 Indigsche Statregeling
(13} ditetapkan pula bahwa bagl golongap Eropa berlaku
hukum yang berlaku di Hegri Belanda [ Hulum Eropa/Barat)
ian bagi golongan lainmysa (Indonesia #Aslidan Tipur Asing)
perlaku hulkum adatnya masing - masing, sedangksn apabila
wepentingan wmuL serta kepentingan gpeial mercka memer-—
lukannya dapat d1tetapkan berlakunya hukum Eropa bagl

mereki.
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Ualam hukum adat lapangan hidup menjadi batu ujian
Prinhal apz yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, Tiap
perbpatan ataw situasi yang tidak selaras atau memperkosa
kesglamatan masyarakat, keselamatan teman masyarakat, ke-
selamatan golongsn pamiti dapat merupakan pelanggaran hu-
kum,

Tiap perbuatan atazu peristiwa yang dilakukan oleh
Anggota masyarakat hubum adat dinilai dan dipertimbangkan
perdasarkan aturan hukum yang berlaku pada sass tergadinya
perbuatan stau peristiwa, walaupun aturan hukum itu tidak
tertulis.

sistim gadzi tzpzh dalam hukum adat merupakan pem-
sapaan hukum perdata adat dan merupakan bagian dari per-

Ja2njian tanah yang menyebabkan beralihnya haki- hak tanah

L
|.d

antara duz pihak, Pengertian gzdai Tanah secara bazhasa
25ing - mazing daerah berbeda, hal ini disebabkan bahasa
dzaran yang berlsinap. Artl secara istilah para ahli hukum
zempunya] Kegimpulan yang sama mengenal arti gadai tanah
w2laupun secara tekidal berbeda, di antaranya Pipin Sysa-
ipin 2.H. (1984 : 49) mengartikannya penyerahar hak atas
:=2o2h oleh satu pihak pada pibak yang lain akan tetapi pe-
—yerzhan terscbut tidak.untuk selama - lamanya melainkan
z=oys untuk sementara wakiu saja rang tidak diberi batas
»==Tu Tertentu, pzdz umumnys disertai dengan penerimzan

ca s Ny

=lal uang pada waktu itu, sebagal penggantinya.




Sedangkan pihak yang menyerahkan tansh masih mempunyai
nak uniuk menebus kembali tanah tersebut sewaktu - waltuy
menghendzkinya dengam mengembalikan sejumlah uang yang
danulu pernah diterimanya.

Fihak yang menerimz tanah berhak untuk mengerjakszn
Taznah serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu,
ia hanya terikat oleh Janjinya bahwa tamah itu hanya da-
pat ditebus cleh orang yang menggadaikan. Bila sangat mem-
butuhkan uang hanya dapat menggadaikan tapsh tersebut ke-
pada orang lain dan tidak boleh menjualnya,

Gadzi dalam iukum Islam dinamakan Hahn artinya te-

tap atau lestari seperti dikatakan Ni'*matun Rahinah ar-

tinya karunia yang tetap dan lestari, dan juga dinsmakan
al-Habsu artinya penahanan sperti Firman Allah dalam sua-

rat Al-Mudatsir ayat J8.
j; N T P o 1; 1fif ¥y

"Tiap - tiap pribadi terikat (tertaban) dengan

apa yang diperbuatnya®. (Depag RI, 1989 : 995),

Fengertian menurut syarz, gadai berarti menjadikan
tarang yang mempunyzi nilai harta menurut pandangan gyara
sebagail jaminan utang, hingga:. orang yang berszangkutan
toleh mengambil utzng atau ia bisa mengambil sebagian ha-
rapgnya itu (Kamaludin, 1988 : 139).

dpablla seseorang bermaksud hendak berutang kepada

“reog laln dan menjadikan barang miliknya baik yang ber-




gerax atau tetap yang berada di bawah kekuasoannya sebagal
Jaminan sampai ia melunasi utaogoyva. Sepua barang yang
bolek diperjual beliken boleh dijadikan ssbagal barang
gadal yang merupakan tanggungan utang.

Gadal merupakan perjanjian yang dibolehksn dalam
Jaran Islam, didasarkan pada firman Allah awt. surat Al-

Eagarah ayat 283

. ~+,—::f,.--xgw S
=Y ,.*-:»*'s:

o

ﬂ‘uf
“"Jika kamu dalam perialanan (dan bermuamalah tidak
Secara tunal sedang kamu tidak mempsroleh Segrang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungzn yang
dIPEganb {oleh yang mengutangksan) akan tetapi jika
sebagian kamn mempercayal ssbagian yang l;;n, maka
bendaklah yang diperesi itu menunaikan smanat u-

tangnya dan hendaklah ia bertaqwa pada Allsh sebae
gal Pubannya", (Depag RI, 1475 : 71 ).

kasulullah saw, pernab menggadaikan baju beainya

zepada orang Yahudi, untuk meminta darinya (Yahudi) Ear-
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“hari Alsyzh r.a. berkata : Rasulullah Saw. pernah

-~ megbeli makeran-dari orang Yahudi . dan Eeliay meng—




gadaikan kepadanya baju besi Beliau", (H.E. Bukhori

222 = 187 ).

Parza ulama telah sepakat bahwa gadai boleh dilak-
sanakan mereka tidak mempertentangkan kebolehannyz demi-
kian pula landasan hukumnya.

Dengan adanya uraizn yang terdapat dalam latarsbe-
lakang masalah maka jelaslah bahwa gistim gadai mempunyai
reranan penting dalam kKehidupsn bermasyarakat karenas di-

dalamnya terdapat unsur tolong menoclong.

2. Perumussn Masalah

FPada hagian perumusan masalah ini penyusun merumns-
¥an di antaranya :
1. Bageimana gadai tapah mpenurut hukum adat 7
2. Bagaimana gadsi tanah menurut hukum Islam 7

. HBagaimana persamaan dan peroedaan gadai tanah menurut

hukus adat dan hukum Ialam.

2. T™ajuan dan Alasan Penelitian

Tenelitian ini pada umumnyz bertujuan untuk menge-
tz2huji gadai tanah, bailk menurut hukum adat mappun hnlkum
Islam. Secara Khususnya bertujuan untuk :

‘e Gadal tanan menurut hukum adat.
S . Fadai tanah menurut hukum Islam..
- FMengetahul aapel persamian dan perbedaan gadai tanah

menurut hukum adat dan hukun Izlam.,



Ldapun alasan penelitizn ini dilaksanakan ialah -

1+ Menurut sepengetahuan benyusun belumada yang wembahas
maszlah ini, terutama dalam bentuk skripsi, khususnya
dilingkungan Institut Agama Islam Latifah Kubarokivah.

<. Penyusun sngat tertarik dengan masalah gada: tepah ing

karenz masalah ini berkembang di mazyarakat dan menjadi

sarana sistim transaksi dalam kehidupan masyarakat,

s Eerancka Femikiran

Manusia sebagai makhlux 8osial (zoon politigon)
~ldak bisa memenuhi kebutuhannya zecars sendiri, tetapi
sembutuhkan bantuan orang lsin, baik dalam memnuhi keby-
“uban yang bersifat materil maupun ¥erg bersifat imateri].

Salah zatu bentuk jalan untuk memenuhi kebutuhan-
£=outuban materil yaltu denpgzn cara relaksansan gadaj ta—
==8. Gadai tapah Yangiterjadi di masyarakat lebih Sanyak
=-=uasal oleh hukum adat,

Gadai tanah menurut Fipin Syaripin 8,0, {2888 :49)
—=2=h menyerahian hak atas vanan oleh pihak yang satu pa-
== F-nz2kK yapg lain telapl penyerzhan tersebut tidak untuk
S5 =z2 - lamanya pada unuanys disertai dengan Denerimaan
F2lmlan uang pada waktiu itu, pihak yang menyerahkan ta-
=310 mewmpunyai hal untuk menebus kembali tarah ter—
SESSL sSewakitu - walktu menghendakinya;dengan mengenbal ikan
=== Fang dahulu telah diterimanya,

“=wenang pihak yang menerima gadai, sgetelah dita-
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ruhkan hak padsinya dihadapan penghulu rakyat dapat me-
melik hasil tanak sepenuhnya, mergerjakan atau mendiaminys

sepertl dinyatakan dalam Irisprudensi tanggal 24 Juli 1903

cleh Raad Van Justisi Jakarta bahys suaty perjanjian tanzh

Derupakan perjsnjian dimans sipenggadai menerimpa sejumlah
uvang sekaligus dari sipenegang gadai, aedangggn sebalikuya
ia menyerzhkan sebidang tanzh miliknya kepada sipemegang
gadai, untuk dipergunakan, demikian Juga sipemgang padai
mendapat kekuasaan sepenuhnya mengenal tamah itu (Nani,
1982 1 140,

Untuk syahnya transaksi gadail tapmah, gadzi tznah
harus dilaksapaksn dihadapan pemerintah desa yang berfungsi
untuk untuk mendapatkan xepasiian hukum yang lebih besap
seperil dinyatakan dalam Landraad Zandung tertangpral 29
sovember 1931 menyeﬁutkau bahwa " pangguns" oleh kepala
“55d pada gadai fanah, yaitu meniaminbzhwa pengpadai akan
Zemenuhi perjanjian dan untuk menghindarkan tiobulnya per-
zara dimuka pengadilan. (Nani, 19872 140).,

Adanyza hak untuk mengakhiri transaksi gadai tanah
22rada pada pihsk yang menggdaikan, bila dalam rerjanjian
==cal tanah tidak ditentukan batas waxiunya, rdengan mexr-
cinakan rumus (7 + %) - waktu berlangsungnys hak gadai x
—=ng gadai dibagi tujuh. (Pipin Syaripin, 1984 : 51),

Apabila dalam perjanjian gadai tanzh ditentukan

=23 wkiunya kemudian pihkak yang menggadaikan tidak ;2 °
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menebusnya, maka barang gadai tersebut penjadi milik peme-
gang gadai, seperti dikuatkan dalam putusan Mahkamah Az
gung tanggal 9 meret 1360 yang isinya bahwa jual padai
Sawah dengan perjanjlan, apabila lewat suatu wakin ter-
tentu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi milik sipe-
meg2ng gadal, berdasarkan tindakan hukum, (Pipin Syaripin
1982 ;. 50).

Adzpun gadai menurut hulkum Islam, seperti yang di-

Rumukakan oleh para ulama ialah =
Ill‘;"__:i.ﬂ i.__"l.r"_l,.l"f s -pf_-‘,_,-l- E #r_..-ﬂ .-"'ﬁ:""l .-r'l;!_,.-'.-"'..l"'-""

*fiijthimﬁl%*jkgtﬁﬂrﬁﬂd »hjh ALy i_,i 'd5*\=tﬁ'

"Menjadikan barang yang renpunyai nilai narta me=-
nurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga
orang tersebut melunasi utangnya’,{Ibnu Qosim Goza,
tth = 359).

4sas legalitas gadal dalam hukum Islam tercantum

Hzlam 41-Quran surat Al- Eagoroh ayat 28% 3

FER p AT o L
AT O AT Y Y SR

"Jika kamu dalam perjslanan dan bermuamalah tldak
secara tunai, sedang kawu tidak mempercleh Se0TANE
penulis maksa hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang oleh yang berpiutang".(Depag,RL, 1985 371).

—== Izdits yang diriwayatkan olen Bukhori, dari Aisysh u-

::; u'minin berkata =

_;ﬂ Lg;iglji;f,El_ﬁj,i_ﬁlpéﬁgaL}ﬂa d)umﬁ_ﬂjyiffh L{AA‘AJ1
{L ?ﬁhgglahlij ﬂi_iﬁ,ﬁg ~#;;
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"Rasulullah saw. pernah membell makanan dari orang
fahudi dan belisu menggadaikan kepadanya (Yahudi)
baju besi Beliau",(Bukhori, 222 : 187).
Hak untuk memanfaatkan barang gadail dalam hukum
Izlam berada pada pihak yang menggadaikan begitu Juga Ter-
“adap Kerusakan bareng adarpada tanggung jawal pihak yang
—enggadaikan, Rasulullah saw. bersabda yzng diriwayatkan
2leh As-Syafiil dan Ad-Teru qutai - -
etk S0 2452, 96, 6 KLBAGE, 0 53 4\ oo
WS NG A TR oD, 1
[y, Jl*ﬂJJJ

"Dari Abi Huraerch r.a. berkata, Hasululullah saw.

;.-l"-._f_-

bersabda ; Tidak hilang sesuatu gadaian daripada
tuannya yang menggadaikan, keuntungan buat diz
o 1991 3 444,

- Sesndainya plhak yang menggadaikan tidak menebusnya

dan kerugizn atasnya" (Ibou Hzjar

zzka pinakipensrima gadai boleh menjuslnyz dengan cara
r2ng adil, (Sulaeman Hasyid, 1987 : 290).

Berkenasn dengan Kerangka pemikiran tersebut dan

=linat penduduk bangsa Indonesiz yang mayoritas beragama
~=.2m, sepantasaya hukum adat di Indonesia dijiwai oleh

—==um Islam sekurang - kurangnya tidak bertentangan de-

Snzkan = langkah Femelitizn

Dalam pnelitian masalah ini, penyusun menggunakan
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Z2thode deskriptip yaitn methode pemelitian yang ditulukan

pada pembahasan masalah sesuai dengan objek dan materi pe=

telitian, sebagaimana dikatakan oleh Mohammad A1i (1987

120].,

RMethode deskriptip dipunaksn umtuk terupaya me-
mecahkan atiu menjawab permasalahan yang sedang
dikadapii pada aityasi sekarang, Dilakukan dengan
meneimpul langkah - langkah Pengunpulan klasifikasi
can analisis pengolaian data, membuzt kesimpulan
dan laporan dengan tujuan utama umtukcmenbuat peng-
gzmbaran {tentang suatu keadaan Sgcara gbyektip
lam suatu deskripsi situas

-l'ﬂ
Ll =

antul mandapatkanmdata.h;datg'yang-qipérlukaﬂndalam,pe -

litian ini, penyusun menggunakan book survey yaitu de-

o mempelajari kitab Khasivah Zajuri sebagai buku pri-

==T dano buku - buku lain yang acda xaitannya dengan materi

“2hzsan sebzgai sumber sekunder,

adapun yang ditempuh!dalam pengumpulan data, penyu-

¥engumpulkan buku - buku yang ads hubungannya dengan

=23l bzik menurut hukum adat maupun menurut hukum Ts-—

“=fganalisza dan mempelajari buku - buky yang ada kaji-

=toye dengan hukum gadai serta penunjang laionya,
SeSzoubungkan ketentuan dan ketetapan yang terdapat

==_== hukum adat dengzn hukum Islam tentang gadai ta-

——
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Fo..5istimatika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi

skripsi ini pada lima bab, yaitu -

Eab I, Pendahuluan yang meliputi, latar belakang
rasalah, perumusan masalah, tujuan dan alaszan penelitian,
kerangha pemikiran, langkah - langkah penelitisn dan sia-
timatika pembahsan,

Bab II, Hedududukan gadal tamah menurut hukum adat
yang meliputi : pengertian gadai tanah, dasar hulum gadai
tapzh, syarat dan rukun gadai tapzh, kedudukan hukum gadai
tznal dan manfa'at pelaksanazn gadai tanah,

Bab 111, ¥edudukan gadai tanah menurut hukum Islam
yang weliputi : pengertian gadai tzpah, dasar hukum gadai
wznal, syarat dan rukun gadai tansh, kedudukan hukum gadai
*=nan dan wmanfaat pelaksanaan gadai tanah.

Eab IV, Perbzndingan gadai tanah dalam hukum adat
-2n nukum Islam yang meliputi : persamaan dan perbedaan
z=dz1 tznah dalao hukum adat dan hukum Islam,

Bab V¥V, Kesimpulan,




